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The realization of the right to work for persons with disabilities is an
essential part of human rights protection guaranteed by the
constitution and various national legal instruments. In Indonesia, the
obligation for employers to hire persons with disabilities is explicitly
regulated under Article 53 of Law Number 8 of 2016 concerning
Persons with Disabilities, requiring private companies to employ at
least 1% of persons with disabilities and government institutions,
state-owned enterprises, and regional-owned enterprises to employ
at least 2%. In practice, however, the implementation of this
provision remains far from optimal. Many companies fail to comply,
while law enforcement remains weak due to the absence of specific
sanctions and effective supervisory mechanisms. This reserch aims
to examine the legal framework sanctions imposed on companies
that fail to meet disability employment quotas and evaluate the
effectiveness of law enforcement in Indonesia. This research
employs normative legal research using statutory and conceptual
approaches. The findings indicate that although there is a strong
normative basis, sanctions are mainly administrative and dispersed
across implementing regulations and regional bylaws. The absence
of an integrated enforcement mechanism renders the quota
obligation more declarative than imperative. Therefore, a
reformulation of stricter sanctions and strengthened supervision
through Disability Employment Service Units is necessary.
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Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas
merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang
dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional. Di
Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban perusahaan untuk
mempekerjakan penyandang disabilitas secara tegas diatur dalam
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Pada Undang-undang ini mewajibkan perusahaan
swasta mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas
dari total pekerja. Sementara itu, instansi pemerintah, BUMN, dan
BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2%. Namun dalam
praktik, implementasi ketentuan tersebut masih jauh dari optimal.
Banyak perusahaan belum memenuhi kuota yang ditentukan dan
penegakan hukumnya cenderung lemah karena ketiadaan sanksi
yang spesifik dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini
bertujuan menganalisis bentuk sanksi terhadap perusahaan yang
tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas serta menilai efektivitas
penegakan hukum atas kewajiban tersebut di Indonesia. Metode
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar normatif yang kuat,
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pengaturan sanksi dalam hukum nasional masih bersifat
administratif dan tersebar dalam regulasi turunan maupun
peraturan daerah. Ketiadaan mekanisme penegakan yang
terintegrasi menyebabkan kewajiban kuota lebih bersifat deklaratif
daripada imperatif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sanksi
yang lebih tegas dan penguatan pengawasan berbasis Unit Layanan
Disabilitas Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin persamaan hak setiap warga negara untuk
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27
ayat (2) UUD 1945. Jaminan tersebut berlaku pula bagi penyandang disabilitas sebagai
bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang setara di hadapan
hukum. Selain itu, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan kerja juga
menjadi bagian penting dalam perlindungan hak penyandang disabilitas sebagaimana
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, realitas
sosial menunjukkan bahwa kelompok penyandang disabilitas masih mengalami
diskriminasi dalam akses terhadap lapangan kerja.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembentukan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menegaskan
paradigma baru perlindungan disabilitas yang berbasis hak asasi manusia. Pasal 53
undang-undang tersebut mewajibkan instansi pemerintah dan BUMN/BUMD
mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas, sementara perusahaan swasta
paling sedikit 1%. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai affirmative action guna
mengoreksi ketimpangan struktural di dunia kerja.

Namun, implementasi kebijakan kuota ini masih menghadapi hambatan serius.
Banyak perusahaan belum melaksanakan kewajiban tersebut dengan alasan
keterbatasan fasilitas, produktivitas, dan minimnya regulasi teknis. Studi di Bandung dan
beberapa kota menunjukkan bahwa penerapan kuota sering kali hanya formalitas
administratif tanpa pengawasan substantif.

Permasalahan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum. Meskipun
kewajiban telah diatur secara eksplisit, undang-undang tidak merumuskan sanksi pidana
atau administratif yang langsung dikenakan kepada perusahaan yang melanggar. Hal ini
menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas norma hukum tersebut dalam menjamin
kepatuhan.

Kewajiban pemenuhan kuota pekerja disabilitas pada dasarnya merupakan bentuk
tanggung jawab negara dan dunia usaha dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan
kerja bagi seluruh warga negara. Keberadaan ketentuan kuota tersebut menunjukkan
bahwa negara tidak hanya melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas,
tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan afirmatif yang memberikan akses yang
lebih luas terhadap dunia kerja. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung
pada adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Dalam
praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Kondisi ini
menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan sanksi serta
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efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja
disabilitas. Kajian tersebut penting untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang
berlaku mampu menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas
secara nyata.

Penelitian mengenai pemenuhan kuota pekerja disabilitas telah banyak dilakukan,
namun sebagian besar berfokus pada implementasi kebijakan dan perlindungan hak
penyandang disabilitas secara umum. (Annur et al.,, 2023) meneliti penghormatan hak-
hak penyandang disabilitas melalui kebijakan kuota kerja, namun belum secara spesifik
mengkaji aspek sanksi dan penegakan hukum. (Fajar et al, 2025) menganalisis
implementasi pemenuhan pekerja penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,
tetapi belum membahas secara mendalam kelemahan pengaturan sanksi. (Wicaksono,
2023) meneliti implementasi kebijakan kuota melalui Unit Layanan Disabilitas
Ketenagakerjaan di Kota Bandung dengan fokus pada aspek operasional il 3F normatif.
(Abdillah Muhammad Aufa & Darmawansyah, 2024) mengkaji pemenuhan hak
disabilitas di bidang ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun
2023, namun belum menganalisis efektivitas penegakan hukum secara komprehensif.
Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian terhadap kekosongan norma sanksi
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta
implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini
menawarkan model penegakan hukum yang mengombinasikan pendekatan sanksi
administratif nasional, sistem pelaporan terintegrasi, dan penguatan fungsi pengawasan
ketenagakerjaan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap
kewajiban kuota pekerja disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengkaji dua
permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan sanksi terhadap perusahaan yang
tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas di Indonesia? Kedua, bagaimana efektivitas
penegakan hukum terhadap kewajiban pemenuhan kuota pekerja disabilitas?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi terhadap perusahaan
yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas serta menilai efektivitas penegakan
hukum atas kewajiban tersebut di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang
hukum ketenagakerjaan dan hukum disabilitas, dengan mengintegrasikan analisis
kekosongan norma dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kebijakan afirmatif.
Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai harmonisasi regulasi dan kepatuhan
hukum perusahaan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Secara praktis, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah,
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam
merumuskan kebijakan pengaturan sanksi yang lebih tegas dan sistem pengawasan yang
terintegrasi. Bagi pelaku usaha, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai
kewajiban hukum dan konsekuensi ketidakpatuhan terhadap kuota pekerja disabilitas.
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka peluang untuk melakukan kajian
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empiris mengenai efektivitas implementasi sanksi di berbagai daerah serta studi
komparatif dengan negara lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal
research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji,
menganalisis, dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewajiban
perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas serta mekanisme penegakan
hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini
dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum, sinkronisasi
peraturan, dan efektivitas penerapan sanksi dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan
pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah secara sistematis berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak atas pekerjaan
bagi penyandang disabilitas, mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksana. Regulasi
yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan-
perubahannya, serta berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan
terkait yang mengatur kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai
konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas,
kesetaraan kesempatan kerja, kewajiban hukum perusahaan, kepatuhan hukum (legal
compliance), tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), serta
efektivitas penegakan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para
ahli hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkembang dalam literatur akademik.
Melalui pendekatan konseptual, penelitian berupaya menemukan dasar-dasar teoritis
yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan dan penerapan sanksi
terhadap perusahaan telah mampu mendorong pemenuhan kuota pekerja disabilitas.

Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai kasus, laporan
pengawasan Kketenagakerjaan, putusan pengadilan, serta temuan dari lembaga
pemerintah maupun organisasi yang bergerak di bidang perlindungan hak penyandang
disabilitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi
implementasi ketentuan kuota pekerja disabilitas di Indonesia serta mengidentifikasi
berbagai hambatan yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan
terhadap kewajiban tersebut.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang memiliki
kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal
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ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, skripsi, tesis, disertasi, laporan
penelitian, serta publikasi lembaga pemerintah maupun organisasi internasional yang
relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum,
ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber
referensi lainnya yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap
bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai
dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelusuran
bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, database jurnal ilmiah, repositori
perguruan tinggi, situs resmi pemerintah, dan sumber-sumber akademik lainnya yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menjaga relevansi data, penelitian
ini memprioritaskan penggunaan jurnal dan hasil penelitian yang diterbitkan dalam lima
tahun terakhir tanpa mengabaikan literatur klasik yang memiliki kontribusi penting
terhadap perkembangan teori hukum yang digunakan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan
secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kuota pekerja disabilitas, bentuk
sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan, serta mekanisme pengawasan dan
penegakan hukumnya. Analisis preskriptif dilakukan dengan memberikan argumentasi
hukum mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya
di lapangan serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan
hukum.

Dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum, penelitian ini menggunakan
indikator yang meliputi kejelasan norma hukum, keberadaan dan penerapan sanksi,
efektivitas pengawasan oleh instansi yang berwenang, tingkat kepatuhan perusahaan,
serta perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
permasalahan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kuota pekerja disabilitas serta
memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih
efektif di Indonesia.

Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan
masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai bentuk sanksi yang dapat dikenakan
kepada perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas serta efektivitas
penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Melalui analisis yang komprehensif
terhadap norma hukum, konsep hukum, dan praktik implementasinya, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian
hukum ketenagakerjaan dan hukum disabilitas. Selain itu, hasil penelitian diharapkan
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku
usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban mempekerjakan penyandang
disabilitas guna mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam dunia kerja.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Sanksi terhadap Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kuota Pekerja Disabilitas
di Indonesia

Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan berbagai instrumen hukum nasional. Sebagai bentuk perlindungan terhadap
hak tersebut, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta
untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan kuota yang telah
ditentukan.

Meskipun kewajiban tersebut telah diatur secara tegas, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 belum mengatur secara eksplisit sanksi yang dikenakan kepada perusahaan
yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas. Kondisi ini menimbulkan kekosongan
norma (normative gap) dalam penegakan kewajiban tersebut. Akibatnya, ketentuan
kuota pekerja disabilitas lebih banyak berfungsi sebagai norma yang bersifat deklaratif
daripada norma yang memiliki daya paksa yang kuat.

Dalam praktiknya, pengaturan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenubhi
kuota pekerja disabilitas lebih banyak ditemukan dalam berbagai peraturan pelaksana
dan peraturan daerah. Bentuk sanksi yang diterapkan umumnya berupa sanksi
administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan pelayanan publik tertentu,
pembekuan izin usaha, hingga pencabutan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
Namun, keberadaan pengaturan yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan
ketidakharmonisan hukum dan menyebabkan standar penegakan hukum menjadi tidak
seragam.

Ditinjau dari teori penegakan hukum, keberadaan sanksi merupakan instrumen
penting untuk menjamin kepatuhan terhadap suatu norma hukum. Oleh karena itu,
diperlukan reformulasi pengaturan sanksi yang lebih tegas, jelas, dan berlaku secara
nasional agar kewajiban pemenuhan kuota pekerja disabilitas memiliki kepastian hukum
dan daya paksa yang memadai.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Pemenuhan Kuota Pekerja Disabilitas

Efektivitas penegakan hukum terhadap kewajiban pemenuhan kuota pekerja
disabilitas dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang
meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor
masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Dari faktor hukum, efektivitas penegakan hukum masih rendah karena belum
terdapat pengaturan sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
Ketiadaan sanksi yang jelas menyebabkan kewajiban kuota pekerja disabilitas tidak
memiliki daya paksa yang kuat terhadap perusahaan.

Dari faktor penegak hukum, pengawasan yang dilakukan oleh instansi
ketenagakerjaan dan Unit Layanan Disabilitas belum berjalan secara optimal.
Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta belum adanya sistem pengawasan

665



yang terintegrasi menjadi hambatan dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap
kewajiban tersebut.

Dari faktor sarana dan fasilitas, belum tersedianya sistem pelaporan nasional yang
terintegrasi menyebabkan pemerintah kesulitan melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kuota pekerja disabilitas. Selain itu, masih banyak perusahaan
yang belum menyediakan lingkungan kerja yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Dari faktor masyarakat dan budaya hukum, masih terdapat stigma bahwa
penyandang disabilitas memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan pekerja
non-disabilitas. Pandangan tersebut turut memengaruhi rendahnya tingkat penerimaan
tenaga kerja disabilitas di berbagai sektor usaha.

Berdasarkan analisis tersebut, penegakan hukum terhadap kewajiban pemenuhan
kuota pekerja disabilitas di Indonesia belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan regulasi, pembentukan sistem pengawasan yang terintegrasi,
optimalisasi peran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, serta peningkatan
kesadaran hukum dan sosial mengenai pentingnya inklusivitas dalam dunia kerja.

KESIMPULAN

Pengaturan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja
disabilitas di Indonesia belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun Pasal 53 telah mewajibkan perusahaan
swasta mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas serta instansi
pemerintah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2%, pengaturan mengenai
sanksi lebih banyak ditemukan dalam peraturan pelaksana dan peraturan daerah.
Akibatnya, terjadi ketidakharmonisan pengaturan dan belum tercipta kepastian hukum
yang seragam dalam penegakannya di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum
terhadap kewajiban pemenuhan kuota pekerja disabilitas di Indonesia belum berjalan
secara efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sanksi yang tegas, lemahnya
pengawasan oleh instansi terkait, belum tersedianya sistem pelaporan nasional yang
terintegrasi, serta masih adanya stigma terhadap kemampuan kerja penyandang
disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan kewajiban kuota pekerja disabilitas
cenderung bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan
perusahaan secara optimal.

Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan mengatur secara tegas bentuk dan
mekanisme penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja
disabilitas. Pengaturan tersebut perlu berlaku secara nasional untuk menciptakan
kepastian hukum dan keseragaman penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas
penegakan hukum, pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui Unit
Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan, membangun
sistem pelaporan dan monitoring yang terintegrasi secara nasional, serta meningkatkan
sosialisasi mengenai pentingnya inklusivitas ketenagakerjaan. Dengan demikian,
pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat terjamin secara lebih
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
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